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The article traces to find the significance of mas }lah } ah to solve Islamic economics problems in the age
of globalization. The age of globalization supported by information technologies revolution makes all

aspects of human life changes rapidly especially in economic activities. Islamic economic development

required ijtihad with respect to the reality. In the context of ijtihad, Islamic economic require to be woke
up in the frame of magasid shari‘ab. Maslabab, as important part of magasid, need to be placed proportion-
ally. Benefit, masiahat, and benediction (falah) will be reached only if Islamic values and principles are
implemented in the economic behavior. Neglecting to one of them will make it cripple. Applycation of
economic principles without Islamic values will only give material benefit, while principal execution and
value will bear benediction and benefit or maglahah eternity world. Therefore consumer whose applying
sufficiency principle in buying goods, will buy goods so that minimum requirement of him fufilled. He
will sought to fulfill the requirement without require to look into the availibility of goods to others. On
the contrary if only executed principle, hence it will yield earthly benefit.
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Pendahuluan

Selama tiga atau empat dekade terakhir mulai dikembangkan ekonomi Islam sebagai solusi
atas kondisi perekonomian global yang didominasi sistem kapitalis-liberal. Ekonomi Islam
hadir bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup setiap individu. Karena formulasi
ckonomi Islam yang tersurat di dalam al-Qur’an dan hadis tidak mengatur seluruh persoalan

hidup umat manusia yang berkembang secara eksplisit, maka dibutuhkan ijtihad. Karenanya
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untuk menyusun dan mengembangkan ekonomi Islam dibutuhkan ijtihad dengan tanpa
menatikan realitas.

Dalam konteks ijahad, ekonomi Tslam perlu dibangun dalam bingkai magasid ai-shari’ah
(selanjutnya disebut magasid). Ini karena magasid senditi berupaya untuk mengekspresikan
penckanan terhadap hubungan antara kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi yang
manustawi (Hallag: 1991:89). Karenanya magasid juga menempati posisi yang sangat sentral
dan vital dalam pengembangan ekonomi Islam.

Maglabab sebagai bagian penting dari magasid juga petlu ditempatkan secara ptopotsional.
Hal yang demikian karena syariat Islam dibuat dan diturunkan Allah bertujuan untuk
menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dati kerusakan.
Tidak ada syari’at kecuali di dalamnya ada maglapah (al-Buti, 2000:79). Karenanya magsiahah
menempati posisi yang sangat penting dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam
aktifitas ekonomi.

Pengkajian teori maslahah dengan ekonomi Islam harus diletakkan dalam perspekdf usaha
dalam pengembangan ekonomi Islam. Dalam hal ini, perlu dikaji sejauhmana teori masiahah
terimplementasi dalam berbagai aktifitas ekonomi, terutama menyangkut aspek konsumsi,
produksi dan distribusi. Melihat kenyataan tersebut, maka tulisan ini berupaya mengungkap

bagaimana memposisikan maslahah dalam mengembangkan ekonomi Islam.

Sekilas tentang teori maslabah

Kata maglapah berasal dari bentukan tiga huruf s4, /z dan 4, dan darinya terbentuk kata
salaha, saluba, aslaha, salaha, istalaha, istaslaha, salahiyab dan al-sulhu. Menurut Ibn Manzur, kata
maslahah berasal dari kata ‘salaha’ yang berarti baik, antonim dari kata ‘faseds’ yang berarti
rusak. Maglahah merupakan bentuk masdar (bentuk kata benda) dari kata salaha yang ditambah
alif di depannya (aslaha). Maslahah adalah bentuk tunggal dari kata masalib, yang bermakna
salah yaitu manfaat atau lawan dati kerusakan, dan sris/ah antonim dati 7s#ifsad (Ibn Manzut,
£.th.:2479-2480).

Secara etimologis, maslahah adalah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan,
kepatutan. Kata maslahah dilawankan dengan mafsadab yang artinya kerusakan. Adapun secara

terminologis, sebagaimana didefinisikan Al-Ghazali, marsiahah adalah mewujudkan
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kemanfaatan atau menghindari kemadlaratan. Secara lebih tinci, ia menjelasan bahwa maslabal
adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara® yang berupa memelihara agama, jiwa,
akal budi, keturunan dan harta kekayaan (al-Ghazali, 2008: 275). Ia menegaskan bahwa
segala sesuatu yang dapat menjaga eksistensi kelima hal tersebut diklasifikasikan sebagai
mastahah, scbaliknya segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut
dinilai sebagai mafsadaly (al-Ghazali, 1997: 416-417). Karenanya usaha melakukan adopsi
terhadap transaksi modern di era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariat
metupakan suatu bentuk maslahah untuk kehidupan manusia.

Adapun menurut al-Buti, kata mwaslahah sama dengan kata manfaat dari sisi wagan
(timbangan) dan makna. Setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan
faedah dan kenikmatan atau berupa petlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atan rasa
sakit, semuanya dapat disebut dengan maslahah (al-Buti, 2000:23). Dengan demikian secara
etimologi kata maslafah adalah sinonim dari kata manfaat yang digunakan untuk menunjukkan
sesuatu arau seseorang yang menjadi baik atan bermanfaat. Pendapat al-Buti ini diikuti oleh
Yusuf Hamid ‘Alim. Hanya saja, ia memberikan deskripsi lebih jauh mengenai perbuatan
yang mengandung kebaikan dan manfaar dalam konteks kausalitas. Seperti halnya perniagaan
yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi
(‘Alim, 1994:133-134).

Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna maslahah dapat ditinjau dati
scgi ‘urft dan shar’i. Menurut al-Tuofi, masiahah dalam arti ‘%rfz adalah sebab yang membawa
kepada kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan maslahab dalam pengertian shar’ adalah sebab
yang membawa tujuan Tuhan (/- $hari) baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.
Dengan demikian secara singkat dapat dijelaskan bahwa maslahah merupakan tujuan yang
dikehendaki oleh a/-$hari’ dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci
shariah (nasus al-shari‘ah) berupa al-Qur’an dan Hadis.

Al-Shatibi mendefinisikan maslapah dari dua sudut pandang, yaitu dari segi tetjadinya
maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara’ kepada masmaslahab.
Dari segi terjadinya mas/a)ab dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya
kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat

syahwat dan akalnya secara mutlak, schingga dia merasakan kenikmatan. Namun masiabal
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dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Untuk meraihnya Allah menuntut manusia untuk berbuat, schingga
mencapai kesempurnaan dan mendekati kehendak syara’ (al-Shatibi, 1997:44-45).

Dati definisi secara etimologi maupun secara terminologi, dapat diambil kesimpulan
hahwa maglapah terkadang dapat dilihat secara rasional dan terkadang tidak, karena ada
beberapa perkara yang bentuknya kerusakan namun ujungnya berbuah maslapah atau
sebaliknya. Kemudian ada perbedaan antara definisi mas/abah secara umum (etimologi) dan
syara’ (términologi} yang terletak pada tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. Secara ctimologi
maglapah merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung
pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu, sedangkan secara shar7% ukuran dan
rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hatta,
tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaita mendapatkan kesenangan

dan menghindarkan ket daksenangan.

Maslabab dalam bingkai magqasid al-shari‘ah

Dalam teoti hukum Islam, maslapai diidentifikasi dengan berbagai sebutan yang bervariasi
dan memiliki makna yang berbeda, seperti prinsip, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep,
metode dan teoti. Identifikasi maslahah sebagai prinsip ditunjukkan misalnya oleh Jalal al-
Din ‘Abd Rahman (1983:16), dan Hamadi al-Ubaidi (1991:96). Identifikasi maslahab sebagai
sumber atau dalil hukum ditunjukkan misalnya oleh ‘Abd al-Wahad Khallaf, Wahbah al-
Zuhaili dan ‘Ali Hasaballah (Hasaballah, 1964:107). Identifikasi magsiahab sebagai doktrin
ditunjukkan misalnya oleh Muhammad Said al-Buti (Baderin, 2003:40-47). Identifikasi zaslabab
sebagai konsep ditunjukkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa (1988). Adapun identifikasi
magslahah sebagai metode ditunjukkan oleh Muhammad Abu Zahrah, (t.th.:115), dan
Mohammad Ilashim Kamali (2006:119-125). Sedangkan maslabah diidentifikasi sebagai teori
ditunjukkan oleh Husain Hamid Hissan dan Muhammad Kamal al-Din.

Al-Ghazali dalam beberapa karyanya, telah menyinggung bahwa rujuan syariar adalah
untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (maslapak) untuk seluruh
umat manusia di dunia. Menurut al-Ghazali, tujuan dari syariat adalah meningkarkan

kesejahteraan manusia, yang tetletak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan
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kekayaan yang merupakan magarid dan fokus dar semua upaya manusia. Bagl al-Ghazali,
manfaat harus selalu harmonis dan konsisren dengan magarid karena untuk menjags arau
mielindung kepentngan semua crang Bagl al-Ghazali, sepdadalitharus sesuai denpan ketentuan-
ketentuan yang welah ditetapkan syara’ dengan didukung al-Qur'an, as-Sunnsh, dan Tjma',
sehingga setap maskbab vang tidak sesual denpan ketentuan mar termasuk swapdabadi yang
absnrd sehingga tidak dapat diterima (Hasballah, 1997:141)

Pendapat al-Ghazali sering menjadi rujukan dan didukung banyak ulama, termasuk al-
Shatibi. Menurut al-Shatibi menyusun s figh sebagal sebush metodolog), tdak dapat lepas
clan magasrd, Hal ini karena teon sagagd dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan
standar kemaslahatan vang sesuai dengan syanat (Mas™ud, 1977:223-224). Sebagaimana al-
(hazali, al-Shatibi menyatakan bahwa tujuan akhir hukum adalah surlabed yang dibangun
dengan berlandaskan pada perindungan kelima hal terseburt (al-Shatibi, 1997:8), Setiap hal
yang mengandung penjagaan atas lima hal tecsebat disebut masfaleb dan setiap hal vang
membuat hilangnya lima hal tersebut disebur saffadad (al-Bun, 2000:71}. Dengan demikian,
magagd mencakup peningkatan kesejahteraan seluruh manusia,

Mengilouti pendapar al-Ghazali, al-Shartibi atau ulama lainnya, maks dapat dipabami bahwa
metigkaji teoti magarid berart pula masiohab, karena dari sepd substansi wujud magasid adalab
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Baki, 1996:69). Kata kunci maegagiadalah srasiabal
sehingga diskursus utama sragasaeid adalah teorl mapiabah. Dengan demikian meanfefed masak
dalam kategori magarasd {al-Ubaidi, 1991:97), Tesis universalnya berupa ketentuan bahwa
setiap penetapan hukum harus beroriencasi dan bermuara pada tereujudnya markibad manusia
(as-Salam, t.th.:%). Hal ini telah menghasilkan kaidah utama yang sangat populer: IV srana ada
smaglabal, di rana ferdapat syaral (al-Bug, 2000:12). Karenanya berbicara tentang mfasd dan
magaiih, pada dasarnya mengkaji megasid, karena konsep magasid sangat terkait dengan upaya
mewujudkan dan memelihara srasdabal serta menolak safradah,

Hal tersebur telah diungkap oleh beberapa tokoh. Al-Raishuni (1981: 18-19) misalnya
menyatakan sebagai berikut:

“Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinanus dan fleksibel, astinya seiring dengan

perkembangan zaman. Konsekuensinga, bisa jadi vang dianggap masabal pada wakto
yang lalu belum tentu dianggap saplafar pada masa sekarang, Kemaslahatan yang ingin
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divujudkan bersifat universal, sejan, bersifat duniawi dan ukhrawd, lahic dan batin, mare-

rial dan spiticual, marefeb individu dan maclebab umom, mardshed han in dan esok™

(Qardhawi, t.th.:62).

Mariapah mencakup 2 (dua) unsur yang holistk, vaknisad ol manaf? / el masaih dan dar al
wﬁﬁlﬁﬂﬂ'ﬂ'-mgﬁ.rf vang m:ng:mdung artl “mewujudkan sesuarm vanp bermanfaat ataw vang
membawa kebaikan, dan mencegih serta menghilanghkan sesuatu yang negatif-destruktf
atau yang membawa kerusakan dalam kerangka arahan al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini,
peru dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual (almasdafah alkbarsah)
dan kepentingan masyarakat luas (almaplafich of amesal), dan priorieas diberikan kepada
kepentingan umum atau kepada masyarakat luas.

Maglabal yang terdapar di dalam nas dapat dipahami dengan meneliti kandungan
maknanya. [ sini perlu diterapkan langkah ‘interprerasi berorientasi-maslahat echadsp naer
(al-tafiir al-maglabi & almngis) dan ‘aplikasi beronentasi-maslahat terhadap mass” (abtarbig alt
magiali & al-mugwg). Adapun dalam menghadapi masalah yang ddak direntukan hukumnya
secara cksplisit oleh sarr yang spesifik, perlu merujuk kepada sags vang bersifar umum,
dirringt dengan langkah “interpretasi berorientasi-maslahat terhadap mags dan *aplikasi
berodentasi searfdah teh terhadap gags”

Karenannya masizbab dapat ditemukan dan diaplikasikan melalui: (1) penerapan analisis
Jaib al-manaff [ el wagalib dan daf al-mafarid/al-madarn, (2) pencrapan metode,/dalil syara’
sekunder seperts giyas, markafad mursalab, shadd ad-dyart ‘ah, dan alwrf, dan (3) pencrapan af
g id ad byl (Tokamsic dipal mavams). Dalam konteks ini, upaya untuk mengleualifikasi mesbbab
harus mengacu pada parameter magy yang berupa garis-gans besar haluan mass sehingga
terhindar dari kesimpulan hukum vang kontradiksi dengan magr.

Kekuatan maniabah dapar dilibat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang
heriaitan secara langsung arau tidak langsung denpan litma prinsip pokok bagm kehidupan
manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilthar dan segi tnghat
kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebur (Syarifucin, 2009:348).
Karcnanya mariadah dapar dikategorikan dalam beberapa pembagian, vaitu dari segi
kekuatannya dzamnya, berdasarkan cakupannya menurur jumhur ulama, dan menurut syara’
(Kamaluddin, ©.oh.:199-202).
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Tingkatan-tingkatan maslabab

secara umum, kategonsasi sepladal dari segi kekuaran dzatnya rerbagi menjadi dga macam
sebagaimana dalam konsep magarid, yaita daririyad, bagiad, dan fabsinipab, Dalam catatan al-
Raisuni, pembagian kemaskhatan dalam ketga hal tersebut merupakan istilah yang sebelumnya
dignnakan cleh al-Ghazali. Adapun al-Juwaini membag megasid menjadi lima, yan:
yang masuk kategori daririypal, @/ basat al ‘aread (sekunder), makramar (tersier), sesuatu yang
tidak masuk kelompok garmyrat dan bayipad, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga
kelompok s:l:n:lu.rnn}': (2l Juwsimi, 1400 923 B3F.

Marlahah darurippar adalah sesuatu vang harus ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan
kemaslahatan yang terkait dengran dimensi duniawi dan ukhrawi, Mardsfah ini keberadaannys
sangat dibutuhkan demi regaknya kemaslahatan agama dan dunia; artinya apabila ada yang
hilang maka kemaslahatan agama dan dunia tersebur tidak dzpat berjalan dengan semesunya,
bahkan akan mengalami kerusakan, kegoncangan serta lenyapnya kehidupan; selam
kenikmatan akan sirna dipenuhi dengan kerugian (al-Shatibi, 1997:17-18). Thn Ashur (2006:76)
betkata bahwa maplabalb darserypat adalah kemaslahatan vang sanpat dibutuhkan oleh selurah
manusla, tanpanya aturan tidak dapat berjalan dengan lurus, jika merdebeb its rusak maka
keadaan umar akan rusak.

Dengan demikian masdafiad darriyet berart kemashihatan vang menjadi dasar tegpaknya
kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika lupur dari
kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya taranan kehidupan manusia, bahkan akan
menimbullan kerusakan serra hilangnya hidup dan kehidupan (al-Shatibi, 1997: 7). Al-Shatibi
menyebutkan meslabah deruryyat berupa sejumlah nilai yang menjadi sebush keharusan untuk
tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, Karenanya, nilai-nilai tersebut dizsebut sebagai nilai-
nilu yang menjadi keharasan (damripat) (al-Shadbd, 1997 8),

kKemaslahatan tersebut merupakan hasil dan pembacaan -sebagaimana yang dikaakan
olch al-Shatibi (1997:20}- yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, bama dan akal. Ini berart
bahwa dalam markapab dererprat terdapar lima wjuan, yaim menjaga agama (bify abdin),
menjags jiwa (ffr alreff), menjaga keturunan (57 alnad, menjaga harta (bify almal), dan
menjaga akal (diF atagl). Kelima hal rersebur senng dijelaskan dengan konsep o dwdliyar al
Ebapesah, atau lima prinsip vang mendasari keseluruhan hukum dan ketentuan-ketentuan
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dalam Islam. Kategorsasi kemaslahatan diremyyat ini merupakan terminologi vang sebelumnya
pernah diungkapkan oleh al Juwaini dalam bukunya af Barhan f§ Usel of Figh, Di samping
pembagian tersebut, juga ada pembagian masyagah (kesukaran) ke dalam dua katagorn,
yaitu; smdazimal i alieklf (selaln mengikun pembebanan hukum) dan ghayis mulazimad lba
{tidak selalu mengikut pembebanan hukum. Istlah ini dipunakan oleh al-Tzz bin Abd, Salam
dalam bukunya Oawa i a4 bkam (2l-Raisyani, 1981:292-3105,

Rﬂkﬂ_imﬂ dengan lima aspek: tersebut, maka dapar dijelaskan sebagail berikut, Pertama,
memelibara apama (alwabafagal als atdin/ fify abdin). Yang dimaksud dengan bif abdfn
adalah upaya menguak dimensi moral-ctik yang tersedia dalam agama. Agama merupakan
keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiasan yang dibawa oleh ajaran ajama,
Tujuan dari turunnya agama adalah kemaslaharan manusia. Karenanys, agama dapst menjadi
moral yang senantiasa mendorong penghatjaan atas jiwa dan nyawa, kebebasan berpikir,
keseharan reprodukst dan disteibusi harta terhadap fakir-miskin,

Kedua, memelihara jiwa (almwbafeqel als alwaft/ bify alnafs). Settap orang mempunyal
hak hidug vang sama dan setara, serta hak untuk mendapatkan perdindungan, karena hakikatnya
mercka adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan, Konsep penciptaan manusia dalam Islam
merupakan konsep yang sangat humanis. Islam menyebut manusia sebagai khalifah yang
berbeda dengan makhluk-makhluk Tuban yang lain, bahkan lebih mulia dari malaikar, Hal
ini membuktikan perlunya penghargaan vang setingp-tinginya terhadap sesama manusia,
vang diekspresikan melalui keinpinan untuk hidup bersama secara aman dan nyaman.

Ketiga memelibara akal (afombafazal ale al gt/ iy 4l 'agl). Yang dimaksoad dengan fifs
al-'agl adalah terjaminnya akal pikiran dan kerusakan yang menyebabkan orang yang
bersanghkusan tak berguna di tengah masyvarakat, menjadi sumber kejaharan, atau hahkan
menjadi sampah masvarakat. Hifr o ‘agd juga berarti mengpunakan akal budi dalam
menyelesaikan problem kémanusiaan, Demikian penting kedudukan akal, maka ia dipandang
sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga, bahkan dapat membedakan manusia dengan
hewan. Dhalam kaitannya dalam memaksimalkan penggunaan akal, sejatinys menggunakan
“nalar kemaslahatan™ sebagas panglima, Artinya, upaya berfikir bukan hanya sekadar tujuan
pragmatisme dan kepentingan sesaar, melainkan dapar mempertimbangkan unsur

kemaslahatan dan kemanfaaran, sehingga akal dapar dijadikan sebagai pembawa misi
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kebenaran yang hakiki dan pembebasan menuju keadilan.

Keempat memelihara keturunan (a/-mnbafazab’ ala al-nagsi). Secata harfiah, pifz al-nas/berarti
memelihara keturunan untuk tujuan keteraturan, keseimbangan dan kehidupan itu senditi.
Artinya, karena manusia sebagai makhluk yang mempunyai keturunan, maka sebaiknya
keturunan dipelihara semaksimal mungkin untuk membentuk masyarakat yang beradab
dan berbudaya.

Kelima, memelihara harta (a/-mupafagah ‘ala al-mal). Yang dimaksud dengan Jify al-mal
adalah memelihara harta dari monopoli, oligopoli dan eksploitasi yang menyebabkan
ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Di era globalisasi yang dikenal dengan pasar
bebas (free market/free enterprise), konsep distribusi harta secara adil dan merata menjadi
penting, Ketidakadilan ekonomi menyebabkan munculnya pengangguran yang bersifat masif,
yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya ekstremisme dan radikalisme. Katena itu, konsep
hifz al-mal dalam Islam hendak meminimalisir sekecil mungkin volume kemiskinan dan
kemelaratan yang menimpa umat. Karenanya, pify al-mal dalam Islam berarti memilih kaum
lemah dan kaum tertindas sebagai sasaran utama dalam distribusi kekayaan. Menurut Ibnu
Hazm, bahwa konsep ‘kaya’ dalam Islam adalah kaya hati nurani dan memberikan sebagian
hartanya terhadap fakir-miskin untuk tujuan akhirat. Hal ini sebenarnya yang disebut dengan
sebaik-baiknya otang kaya (al-Andalusi, 1978:265).

Magslahah yang berarti manfaat, dapat dikategotikan ke dalam tiga hal (al-Ghazali, 2008:
274-275; Shalabi, 1985:254-255). Pertama, mwasalih mu tabarah, yaitu manfaat yang diakui atau
yang dibenatkan atau ditunjukkan oleh dalil tertentu. Berkaitan dengan magslahah mu'tabarah,
al-Shatibi mengatakan bahwa, ‘sesuatu yang diterima oleh syara’, sah dan tidak ada masalah,
serta tidak diperselisihkan dalam mengamalkannya, bahkan jika tidak diamalkan termasuk
bertentangan dengan syariat (al-Shatibi, 1997:352).

Kedua, masalih mulghab, yaitu manfaat yang harus diabaikan, atau digagalkan oleh dalil
tertentu karena terbukti merugikan banyak orang seperti mencuri atau mengambil hak
otang lain. Masalip mulghah, beratt pula maslapah ditunjukkan kebatilannya oleh syara’, yaitu
dengan adanya penctapan hukum yang menunjukkan hal tersebut. Seperti masiapah bagi
seorang peminum khamr yang merasa ringan dati kesusahan dunia, maslahah bagi seotang

pengecut ketika absen dari medan perang, maslahah bagi pemakan riba dengan bertambahnya
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hatta, maglahah berupa kesembuhan dengan bunuh diti bagi pasien yang sakit kronis dan
sebagainya berupa maslahah individu yang ditolak oleh syara’, para ulama sepakat tidak sah
menjadikan maslahah ini sebagai landasan dalam menetapkan hukum (Kamaluddin, t.th.:199-
200). Hasan al-Jaizani memberikan rumusan yang serupa, yaitu sesuatu yang dipandang
hamba sebagai maslahah tapi syara’ menolak dan mengecamnya. Bahkan ada dalil yang
melarang dati kitab, sunah, ijma’ atau qiyas. Seperti maslapab yang terdapat dalam khamr (al-
Jaizani, 1996:243), ada yang memandang sebagai kerusakan menurut syara’, dan di sisi lain
dianggap sebagai maslafah oleh hamba’.

Ketiga, masalip mursalah, yaitu manfaat yang berhubungan dengan kepentingan umat
manusia yang sangat besar dan banyak jenisnya, sementara itu hukum Islam tidak mengaturnya.
Untuk manfaat jenis ini tergantung dati para ulama untuk memutuskannya, karena tidak
ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. Magalip rursalah, berarti
pula maslahah yang termasuk dalam tujuan syara’, namun tidak ada dalil khusus yang
menetapkan atau menolaknya. Dinamakan mursalah katena tidak ada petunjuk syara’ yang
memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang menolaknya, berbeda halnya
dengan maslahah al-mu'tabarah yang ditunjukkan langsung oleh dalil untuk menjagany
(Kamaluddin, t.th.: 200). Al-Ghazali dalam kitabnya, a-Mustasfa (1997:275), menyatakan
dengan mendefinisikan maslapal mursalah sebagai sesuatu (maslabak) yang tidak ada bukti

a

syara’ dalam bentuk zays tertentu yang membatalkannya dan atau melegimitasinya. Jadi masiahah
ini tidak bersandar pada dalil tertentu, namun bersandar pada magasid dan keumumian. Al-
Jaizani menyebutkan bahwa ada sebagian yang menyebutnya dengan maslahah nursalah, giyas,
umum, ijtihad dan beramal dengan maqasid (al Jaizani, 1996:246). Adapun al-Syawkani
(t.th.:989) tidak menyebutkan definisi istisiah atau maslabah neursalab. Namun beliau menyebutkan
bahwa ulama usul menyebutnya dengan istilah a/-istidlal al-mursal. Sementata al-Juwainy dan
Ibnu As Sam’ani menyebutya dengan istilah a/-istdlal

Al-Buti menyebutkan bahwa perbedaan penycbutan dengan istilah mzanasib mnrsal, istislah
atau istidlal sebenarnya berdasarkan pada maksud yang sama (al-Buti, 2000:329). Maksud
tersebut pada hakckat pembahasannya mengenai manfaat dalam magasid yang tidak disettai
petunjuk syara’ yang melegimitasi atau menolaknya (al-Bud, 2000: 330). Lebih lanjut ia

menerangkan bahwa perbedaan tersebut tmbul dati perbedaan sudut pandang, Perbedaan
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tersebut adalah: (1) ada yang melihat dari sisi maslapah yang akan dihasilkan, (2) melihat dari
sisi keselarasan sifat yang nantinya akan menimbulkan adanya hukum, dan (3) melihat pada

proses pembentukan hukum atas maslapab atau sifat yang selaras (al-Buti, 2000:329).

Maslahah dan falah dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam perilaku ekonomi Islam, ada tiga motif utama, yaitu maslahah (public interes?), kebutuhan
(needs) dan kewajiban (obligation). Maslahah merupakan motif yang dominan di antara ke tiga
motif yang ada. Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar fitrah, di
mana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif
kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga mouf
ini saling menguatkan dan memantapkan petan motif ibadah dalam perekonomian.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya mengatasi masalah kelangkaan relatif yang disebabkan
oleh berbagai faktor sehingga dapat mencapai falz) yang diukur dengan maslahah. Oleh
karena itu ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar. Pertama, konsumsi; masyarakat
dituntut untuk memutuskan komoditas apa, berapa dan kapan diperlukan sehingga masiahal
dapat terwujud. Ilmu ckonomi berkewajiban dan memilih pemanfaatan sumber daya untuk
berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapaifa/es. Kedua, produksi;
yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar masiahah tercapai. Masyarakat
harus memutuskan siapa yang memproduksi dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga
maslahab dapat terwujud. Ketiga, distribusi; bagaimana komoditas didittibusikan kepada
masyarakat agar scdap individu dapat mencapai maslahah. Ilmu ekonomi berkewajiban
mendisttibusikan sumber dayz dan pemanfaatannya secara adil dan seimbang sehingga setiap
individu dapat merasakan kesejahteraan.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa setiap tindakan ekonomi, baik konsumsi, produksi
maupun distribusi kekayaan alam, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial
hierarkial, yaitu memenuhi kebutuhan ptimer (daruriyat), kebutuhan sekunder (bagjiyat), dan
tersier (tabsingyat) (al-Ghazali, 1997:416-417). Ketiga kebutuhan tetsebut merupakan klasifikasi
hierarki yang harus diruntut secara profesional dalam pemenuhannnya sehingga meningkatkan

kebahagiaan hidup manusia dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup (fa/ah / well-being).
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Konsep fala)) dalam Islam berbeda dengan konsep welfare maupun wealth yang selama ini
dikenal bertumpu pada kebahagiaan material. Oleh katena itu, orang-orang yang masih
menjadikan weffare maupun wealth -karena pengaruh lingkungan, termasuk pendidikannya-
sebagai tujuan pencapaian hidupnya perlu merubah pandangan hidupnya tersebut. Karena
falaly atau well-being menawarkan tjuan hidup yang lebih sempurna dibanding #efzre maupun
wealth.

Untuk kehidupan dunia fa/ah mencakup tiga pengertian, yaitu kecukupan dan kelangsungan
hidup, kekuatan dan kehormatan, serta kebebasan berkeinginan. Dalam teori nilai
pembangunan, kecukupan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan dasar ini
menyangkut sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Pembangunan di suatu negara
dianggap berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan dasat dari setiap masyarakatnya.

Dalam upaya mencapai falah, manusia sering menghadapi permasalahan yang sangat
kompleks dan terkait dengan faktor lainnya. Hal ini disebabkan adanya kekurangan dan
kelemahan manusia serta adanya interdependensi. Kurangnya resources yang tersedia
dibandingkan kebutuhan dan keinginan manusia merupakan permasalahan lainnya.
Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmerataan distribusi
sumber daya, keterbatasan manusia, dan konflik antar tujuan. Distribusi sumber daya alam
maupun manusia yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu
penyebab kelangkaan. Keterbatasan manusia dalam memanfaatkan kemampuan, adanya
keserakahan, dan budaya konsumsi betlebihan juga mendorong tefjadinya kelangkaan. Adanya
konflik tujuan jangka pendek dan panjang, kebahagizan dunia dan akhirat merupakan faktor
lain penyebab kelangkaan.

Antara maslahab dan kepuasan

Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika selalu
memaksimumkan #//ify untuk konsumen dan keuntungzn untuk produsen. Ilmu ekonomi
konvensional sangat mengagungkan dan memegang teguh asumsi bahwa perilaku individu
adalah rasional. 1a memperhatikan perilaku rasional manusia ekonomi yang hanya dimotivasi

oleh dorongan untuk kepentingan ditinya dengan cara memaksimalkan kekayaan dan
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konsumsinya (Chapra, 2000:22). Hal ini berbeda dengan pemikiran Islam yang secara tegas
memberikan karaktenstik perilaku rasional sehingga memungkinkan penggunaan samber-
sumber daya dalam suatu cara yang membantu menjamin kesejahteraan individu di dunia
akherat. Karenanya dapat menciptakan keseimbangan kebutuhan matenil, spinmal, dan antara
kepentingan individu dan masyarakat, Cata-cara memperoleh kekayaan yang tidak benar
dan membawa ketidakadilan sangat dilarang (Chapea, 2000:61-63).

Perbedaan lain antara ajaran Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada kepuasan
dan marlaheh. Ekonomi konvensional berusaba memaksimalkan s#diéar dan kepuasan dengan
sumber dava vang ada, sementara lslam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan
sumber daya yang ada vang dilandasi dengan sarlafab, Kepuasan merupakan suatu akibar
dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan smepfafad merupakan suatu akibat atas
terpenuhinya suata kebutuhan atau fitrah. Kepuasan bersifat individualis, sedangkan sariafbab
tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, namun juga oleh sekelompok masyarakat, Karenanya
ekonomi Islam mengakui bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan akan berdampak pada
kepuasan terutama jika kebutuban rersebur disadari dan diinginkan serta sesval syarat,

Konsep marlabak bagaimanapun juga lebih objektif dibandingkan dengan konsep silitar
(Khan, 1992:74-75), Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: perfama, sia el memang
bersifar subjekiif karena senap individu dapat memutuskan batk buruknya suatu barang,
tetapi krteria untuk menentukan seidefiad lebih jelas dan terarah, dan pada subyeknfitas
vang ada pada konsep sttiftas, Subjeknfitas dalam srardabab dapat dimimmalisic dan diarahlan
dengan ketentuan-ketentuan pokok rentang aturan konsumsi dalam Islam, vakni halal dan
baik. Larangan meminum alkohol diakui mengandung magiahah bagl manusia, yakni
melindungi akal. Sementara konsep wfiifer, nilai manfaat alkohol sanpat reladf, tergantung
pada keadaan individu masing-masing,

Kedwa, kemaslahatan antara individu dan sosial depat disinkronkan sesuai aturan syariar,
bahkan mapiabah individu selaly selaras dan sesuai dengan kemaslaharan sosial. Sebaliknya
sifitas individu sering berrabrakan dengan wifliter masyarakar. Oleh karena ima seluruh akoficas
ekonomi, termasuk juga konsumsi, kepentngan individu selaras dengan kepentingan sosial
Ketiga, konsep saplafah berlaku pada selurah kegiatan perekonomian masyarakat, baik vang
berhubungan dengan konsumsi maupun produksi atau distribosi. Hal ini berbeda dengan
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ekonomi konvensional di mana w#/itas adalah tujuan bagi kegiatan konsumsi dan
memaksimalkan keuntungan atau profit bagi kegiatan proses produksi. Keempat,
membandingkan antara ##/ifas seseorang dengan lainnya adalah tidak mungkin, sedangkan

untuk membandingkan tingkat perbedaan maslahah sangat terbuka.

Penutup

e O . e

arus membawa kemaslahatan

By

Islam perlu menempatkan teori maslabah. Ekonomi Islam
bagi seluruh umat manusia, dunia dan akherat. Ekonomi Islam harus diarahkan untuk
meningkatkan kebahagiaan hidup manusia dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup
(falah/ well-being). Falah akan dapat diwujudkan bila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia
terpenuhi secara seimbang, Terpenuhinya kebutuhan kehidupan masyarakat akan memberikan
dampak maslapah. De.ngan demikian mayslahah adalah segala bentuk keadaan baik material
maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang
paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan.

Seorang pelaku ekonomi, produsen atau konsumen, harus berusaha untuk memaksimal-
kan maslahah. Karenanya konsep rational economic man dalam ekonomi Islam tdak boleh
hanya dibatasi untuk kepentingan pribadi di dunia semata, tetapi juga diperluas jangkauannya
untuk kepentingan akherat melalui kerelaan seorang mukmin terhadap nilai-nilai moral yang
dapat mengendalikan seff-interest untuk mempertimbangkan social-interest.

Aspek-aspek ekonomi yang berupa konsumsi, produksi dan distribusi merupakan satu
kesatuan integral untuk mewujudkan maslzhah maksimum bagi masyarakat. Konsumsi harus
berorientasi pada masiahah maksimum sehingga terjaga kesimbangan kebutuhan antar individu
dan antar aspek kehidupan. Produksi harus dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber
daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan manusia. Distribusi sumber daya harus adil
dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memilik peluang mewujudkan
maslahah. Apabila masiahah dapat tercapai maka fzlah akan tercapai. Karenanya kesadaran
pentingnya maslahab dan falah akan mendorong individu berperilaku ekonomi sesuai ajaran

syariat dan mewujudkan magasid.
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